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PUTUSAN
Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.Rgt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Rahayu Binti Wagimun, tempat dan tanggal lahir Petala Bumi, 27
Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Rt. 007 Rw. 002, Desa Titian
Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau sebagai Penggugat ;

melawan

Agus Triono Bin Yahman, tempat dan tanggal lahir Titian Resak, 17
Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Rt. 007 Rw. 002, Desa Titian Resak,
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,

Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-
bukti yang diajukan di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2020 telah
mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama, dengan Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 03 Agustus
2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan

pada tanggal 15 Februari 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten
Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 032/18/11/2003,
tertanggal 22 Februari 2003;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat
adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Titian Resak
selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah milik Penggugat dan
Tergugat di Titian Resak hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak yang masing — masing bernama sebagai berikut:
a. Aria Tio Riandana Bin Agus Triono, tempat tanggal lahir
Titian Resak, 21 November 2003;
b. Danang Herdy Riandana Bin Agus Triono, tempat tanggal
lahir Titian Resak, 17 Februari 2008;
C. Awila Azahra Humairoh Binti Agus Triono, tempat tanggal
lahir Titian Resak, 07 Mei 2013;
Dan saat ini anak — anak tersebut berada di dalam asuhan dari
Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan
November 2015 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus
yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
a. Tergugat sering pulang larut malam;
b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang
bernama Nurhasanah dan Tergugat mengakuinya;
C. Tergugat sering marah — marah kepada Penggugat ketika
Penggugat menasihati Tergugat agar menjalankan sebagai
seorang muslim seperti sholat wajib;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 01 September 2017 yang mana puncak pertengkaran
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tersebut adalah dikarenakan pada hubungan antara Penggugat dan
Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi peretengakaran,
alasannya adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat
dengan seorang perempuan yang bernama Nurhasanah, yang mana
perempuan tersebut adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
:Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah
a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan
rumah adalah Tergugat sejak bulan September 2017 hingga

sekarang;
b. Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi
lagi;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak
keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang
dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan
Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah
tangga yang sakinah mawadah warahmah sehingga Penggugat
sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke
Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas,
maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk
selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :
1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2) Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sughro Tergugat Agus
Triono Bin Yahman terhadap Penggugat Sri Rahayu Binti
Wagimun;
3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidair :
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“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan

putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan
bukti berupa:

A.
Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Rahayu NIK
1402066705820001 tanggal 27 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 032/18/11/2003 Tanggal 22
Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA )
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai (Bukti P.2) ;
B.
Bukti Saksi:
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1. Kabul Budiono bin Katiman, umur36 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Tani Bertempat tinggal di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida,
Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan
Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di
rumah orangtua Penggugat di Desa Titian Resak, Kabupaten
Indragiri Hulu dan terakhir mereka tinggal di rumah sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 Tergugat
telah pergi dari tempat kediaman bersama ;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah meninggalkan Penggugat
seminggu setelah kepergian Tergugat karena Saksi berkunjung ke
rumah Penggugat ;

- Bahwa usaha damai oleh phak keluarga telah dilakukan namun
tidak berhasil ;

2. Agus Waluyo bin Tarijan, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani
Bertempat tinggal di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida,
Kabupaten Indragiri Hulu. di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal
dengan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 yang
lalu di Kecamatan Seberida;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di
Desa Titian Resak hingga pisah ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
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- Bahwa setahu saksi kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah
Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah meninggalkan Penggugat
satu minggu setelah kepergian Tergugat karena Saksi berkunjung
ke rumah Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang tiga
tahun;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat
Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah
datang atau memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah
tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

- Bahwa setahu saksi usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
telah dilakukan namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada

intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut

harus diperiksasecara verstek;

Menimbang, bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana
kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dlakukan karena Tergugat
tidak hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan
Penggugat sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi akta
nikah Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan
Penggugat dan Tergugat, yang menikah pada tanggal 15 Februarii 2003,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena
itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal
1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (Kabul Budiono bin Katiman
dan Agus Waluyo bin Tarijan) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum
memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat
sikap Tergugat yang telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak tahun
2015 yang lalu hingga kini, tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan
juga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15
Februarii 2003 ;

2. Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman

bersama;

3. Bahwa selama masa berpisah tersebut Tergugat tidak pernah

memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan

memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

2. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal
19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
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3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi tidak dapat dilakukan karena

ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi
norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghaayatul Maram Lis
Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi
sebagai berikut :

ale glb lgzgi) azgill as) pac awnl Sl

aslls uolall
Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap
suaminya, maka disaat itulah  hakim diperkenankan
menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan
hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan
Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg,
maka perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya
gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan
pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, maka
majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan
rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka
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Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali
suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b juncto Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Agus Triono bin Yahman)
terhadap Penggugat (Sri Rahayu binti Wagimun);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati,
M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Nur Al Jumat,
S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad
Kamaruzzaman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
dan tanpa hadirnya Tergugat ;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Hj. Rosnah Zaleha Dra. Murawati, M.A.
Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H..
Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP Rp380.000,00
4. Redaksi Rp10.000,00
5. Meterai Rp6.000,00

Jumlah Rp476.000,00

( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )
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